
   

 
 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 11 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  

NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pergeseran anggaran yang 

menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dengan mempedomani Peraturan Bupati Belitung 

Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran 

Anggaran; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur 

Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

    

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

SALINAN 

SALINAN 



  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

    

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

 

 

 



  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

    

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

    

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

    



  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

 

    

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

    

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

    

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

    

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 

 

 

 

 

 

    



  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36  

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan  

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

630); 

    

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

    

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

    

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

    

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3); 



  23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah 

Tahun Anggaran 2024 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129); 

 

  
                           MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 

64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah 

dengan: 

a. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2024 Nomor 7); 

b. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 16 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp311.724.197.331 (tiga ratus sebelas miliar tujuh ratus dua 

puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga 

ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja barang; 

b. belanja jasa; 

c. belanja pemeliharaan; 

d. belanja perjalanan dinas; 

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada 

pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;  

f. belanja barang dan jasa BOS; dan 

g. belanja barang dan jasa BLUD. 

 
(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp64.492.866.671 (enam puluh empat 

miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus 

enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). 

 
(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp128.217.296.836 (seratus dua 

puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus 

Sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam 

rupiah). 

 
(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp17.560.707.200 (tujuh belas 

miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh ribu dua 

ratus rupiah). 

 
(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.655.861.000 (empat 

puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta 

delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). 

 



(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.043.245.000 (lima 

miliar empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu 

rupiah). 

 
(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.616.039.700 

(sembilan belas miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh 

sembilan ribu tujuh ratus rupiah). 

 
(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.647.607.924 

(dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta 

enam ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat 

rupiah). 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 32 

 

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024; 

2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 

Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan 

Tahun Anggaran 2024; 

3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran, 

Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima 

Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 

2024; 



4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 

Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima 

Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 

2024; 

5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 

Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial 

Tahun Anggaran 2024; 

6. Lampiran IVb : Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial 

Tahun Anggaran 2024; 

7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan 

Keuangan Tahun Anggaran 2024; 

4. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang 

Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan 

Keuangan Tahun Anggaran 2024; 

5. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 

2024; dan 

6. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran 

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2024. 

 

3. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 33 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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